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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 42431 kip 2257 /Disdik
TENTANG
PEMBERIAN LJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
ASSYAFI'IYAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI
KECAMATAN PALABULIANR ATU

KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PEEAJARAN 2009/2010

BUPATI SUKABUMI

Membaen  Surat - permohonan - Ketua YAYASAN  PENDIDIKAN  ISLAM

ASSYAFITY A nomor 005/SPrY PI-Y ASIPA/VIL2009 tanggal 15 Juli 2009

Menimbuang . a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. masyarakal dan
keluarga,

b. bahwa dalam rangka meningkatkan  partisipasi masvarakat untuk
menvelenggarakan pendidikan, VYAYASAN PENDIDIKAN ISLANM
ASSY AFI'TY A vang beralamat di JI Raya Palabuhanratu KM. 8,
Cipicung Ds. Citarik Kec. Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Propinsi  Jawa  Barat bermaksud  untuk  mendirikan  SEKOLAR
VENENGAH KEJURUAN di Kecainaian Palabuhanraty Kabupaten
Sukabumi Tahun Pelajaran 2009/2010:
¢, bhahwa scmua persyatalin pendirian dan pernbukaan sekoluls uleh
yayasan  Yayasan sebagaimana di maksud pada haruf “b™ telah
dipenuhi:
d. bahwa berdasarkan pertunbangan sebagaimana dimaksud | ada hurul i,
b Jun ¢. maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Bupati
Qukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian 1jin Operasional
kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASSYAFUIYAI untuk
mendirikan SEKOLATL MENENGAH KEJURUAN dengan nand
SMK YASIPA TERPADU di Kp. Cipicung R'1 04/01 Desa Citartk
Kecamatan Palabubanratu Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa tsaral
pada talin pelajaran 20097201
Mengingat - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Perbentuhan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
' Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Repablik indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 teatang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun v
Nomor 35, tambaban Lembaran Negara Nomor 304):

[indang-Undang Republik Indonesiz Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (D embaran Negard Republik Indonesia i 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negard Nomor 4301):
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4, Undang-t ndang  Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 wenang
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Pemberdiaraan Negara (hembaran Mg epubtih Tndonesia Lahuon

o Sommor 3, tanbahan D embacan Noeoir Nomor 333

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan Perindung-undangan  (Lombaran Negira
Republiks Indonesia Pl 2004 Nomor 33, Tumbahan Lemburan
Negura Nomor 4389} .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2004 wnlang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tenggungjawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 06,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik’ Indonesia Tahun 2004 Nomeor 104, Tambahan lLembuaran
Negara Nomor 4421);

Urelang-Undang Republik indonesia Nomor 32 Tahun 2004 entang
pernerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Fabun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tenfang
Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 37, Tambahan [.embaran Negara Nomor 3413);

Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia Nomor
060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah  Kabupaten
Sukabumi Tahun 2002 Nomor 21 Sert D)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 teplang
Pola Orpanissasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 22 Seri D):

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Penataan  Dinas  Daerah  di  Lingkungan Pemerintal  Kabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Talun 2002 Nomor
5 Seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang
Penetapan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah
Ko bupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 6 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 20006
Nomor 1 Seri E); )

Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan
Kembali Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi;

Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang Struktur

Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sukabumi;

Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi
Peranghat Daerah Rabupaten Sulkabumi:
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200 Keputusun Bupati Sukabumi Nomor 61 Tabun 2008 tentany Struk
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MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN LN
OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN  ISLAM
ASSYAFI'IYAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

. Memberikan  Ljin  kepada YAYASAN  PENDIDIKAN  ISLAM

ASSYAFIYAIl yang beralamat JL Raya Palabuhanratu KM. 8,
Cipicung Ds. Citarik Kec. Palabubanratu Kabupaten Sukabumi Propinsi
Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
dengan nama SMK YASIPA TERPADU yang beralamat Kp. Cipicung
RT 04/01 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Propinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2009/2010.

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sépanjang
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(registrasi) setiap awal tahun pelajaran

Menugaskan kepada Kepala Bidung terkait di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaar.

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam
keputusan tersendiri.

Keputusan ini muali berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila
dikemudian hari terdapat kekelirvan dalam penetapan keputusan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditctapkan di : Sukabumi.
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1. Yth. Bapak Bupati;
CYih. Dircktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakaria:

4. Yih. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kabandungan:

3
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
|
.

SN Keta BMPS Kabupaten Sukabumi:



